BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati
setiap tahunnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka
Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Menetapkan

8. DPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun
2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelengaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin wilayah

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka

Selatan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang wuntuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

Tahun Anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.
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18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

25.

26.

27.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan
maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Rekening kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

Surplus anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian Kkegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA Tahun

Anggaran sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan
DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan

pengadaan barang dan jasa.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025
meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
teknis penyusunan APB Desa;
€. penetapan prioritas penggunaan dana Desa berdasarkan
kewenangan Desa;
f. fokus penggunaan dana Desa; dan
g. hal khusus lainnya.
(2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB II1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

Al ;4;- * Desember 2024
S
PATI BKNG{(A SELATAN,
. AN

/

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 51
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR £3 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DENGAN RKP DESA

RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan
merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam
proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

RKPD 2025 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan
isu permasalahan yang dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan
akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKPD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2025 adalah
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur, SDM, dan Pelayanan Publik
yang kompetitif dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah”,
maka sasaran pembangunan daerah diarahkan kepada:
meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan;
meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan;
meningkatnya PDRB per kapita;
meningkatnya pengeluaran per kapita;
menurunnya penduduk miskin;
menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
pertumbuhan sub sektor jasa konstruksi;

meningkatnya angka harapan lama sekolah;

e e e®P-

meningkatnya angka rata-rata lama sekolah;

—_—
o

. meningkatnya angka harapan hidup; dan

—
ot

. meningkatnya tata kelola pemerintahan.
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Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung
tercapainya sasaran pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi
masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Dalam menyusun RKP Desa yang menjadi pedoman penyusunan
APB Desa, Pemerintah Desa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas
penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri terkait Prioritas

Penggunaan Dana Desa serta berdasarkan kewenangan yang ada.

. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
bidang dan kewenangannya;

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Perundang-Undangan;

NO Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan

1 | Penyusunan RKP Desa pada bulan Juli tahun
berjalan

2 | Penetapan RKP Desa Paling lambat akhir
bulan September tahun
berjalan

3 | Penyusunan Rancangan | dimulai bulan Oktober

APB Desa tahun berjalan

4 | Penetapan APB Desa Paling lambat tanggal
31 Desember tahun
berjalan

5 | Perubahan APB Desa - Dilaksanakan

maksimal 1 (satu)
kali dalam satu
Tahun Anggaran,
kecuali dalam
keadaan luar biasa

- Dimulai paling cepat
bulan Agustus tahun

berjalan
6 | Laporan Pelaksanaan APB | Paling lambat minggu
Desa Semester | kedua bulan Juli Tahun
Anggaran berjalan
7 | Laporan Realisasi | Paling lambat 3 (tiga)
Pertanggungjawaban bulan setelah akhir
pelaksanan APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan
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3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan Peraturan Daerah lainnya;

7. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa;
dan

8. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa
1 (satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal

31 Desember.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan
APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa,
dan pembiayaan Desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan
pendekatan  penganggaran  berdasarkan  prestasi kerja. Pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan
hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil
dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan
yang direncanakan;

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan

3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA
1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa,
terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.
Dalam penyusunan Rancangan APB Desa sampai dengan penetapan
APB Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sampai dengan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk itu Pemerintah Desa
dalam menyusun APB Desa harus berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang ada.
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Dalam menyusun APB Desa berpedoman kepada:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016.

Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-

masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang

direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam hal
Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa
maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau
pagu tahun sebelumnya.

1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri atas jenis:

a) Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

b) Hasil aset Desa antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu,
pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil
aset lainnya sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa.

c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong antara lain penerimaan
yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d) Pendapatan Asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

2) Kelompok transfer, terdiri atas jenis:

a) Dana Desa;

b) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

c) Alokasi Dana Desa (ADD);

d) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi yang bersifat umum dan
khusus; dan

e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten yang bersifat umum

dan khusus.
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3) Kelompok pendapatan lain, terdiri atas jenis:

a) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;

b) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

c) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d) Koreksi kesalahan belanja Tahun Anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada Tahun Anggaran
berjalan;

e) Bunga Bank; dan

f) Pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kewenangan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan. Belanja Desa digunakan untuk membiayai
kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

Penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan
hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja
yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang akan
dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah
memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.

Standar Satuan Harga mengacu pada harga satuan Kabupaten
sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang
lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan
yvang kuat disertai dengan berita acara survei harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus
lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki
manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan
publik, dan pertumbuhan ekonomi Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian Kkinerja setiap
belanja, baik dalam konteks Desa, maupun bidang, sub bidang dan
kegiatan, vyang Dbertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran.
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Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi

yvang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran

yvang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud

ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rincian klasifikasi belanja Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:

a.

e.

Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional Pemerintahan Desa;

Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;

Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan
kearsipan;

Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
dan

Pertanahan.

2. Pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:

a.

=

a0

R o

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan Ruang;
Kawasan Permukiman;

Kehutanan dan lingkungan hidup;
Perhubungan, komunikasi dan informatika;
Energi dan sumber daya mineral; dan

Pariwisata.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:

a.
b.
c

d.

Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
Kebudayaan dan keagamaan;
Kepemudaan dan olahraga; dan

Kelembagaan masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat dan Desa dibagi dalam sub bidang:

a.

=3

® a0

o]

Kelautan dan perikanan;

Pertanian dan peternakan;

Peningkatan kapasitas Aparatur Desa;

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

Dukungan penanaman modal; dan

Perdagangan dan perindustrian.
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5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
dibagi dalam sub bidang:
a. Penanggulangan bencana;
b. Keadaan darurat; dan

c. Keadaan mendesak.

Belanja Desa dilakukan secara proporsional sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah belanja Desa
digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa
termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif Rukun
Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari belanja Desa digunakan
untuk:

a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c¢) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d) Tunjangan BPD; dan

e) Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja Desa dibagi dalam beberapa jenis kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa, meliputi:
1. Belanja pegawai dianggarkan untuk:

a. Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa
mengacu kepada aturan yang berlaku di Kabupaten Bangka
Selatan.

b. Tunjangan dan penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

c. Jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.

d. Tunjangan anggota BPD.
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Belanja barang/jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
antara lain:

a. Operasional Pemerintah Desa, dipergunakan untuk mendukung
operasional Pemerintah Desa, meliputi alat tulis kantor,
honorarium PKPKD dan PPKD, benda pos, pemeliharaan aset
Desa, cetak dan penggandaan, perlengkapan perkantoran, makan
dan minum rapat, pakaian dinas/atribut, perjalanan dinas,
honorarium staf administrasi Pemerintah Desa, honorarium jasa
keamanan kantor dan lain-lain sesuai kemampuan keuangan
Desa.

b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa.

c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.

d. Operasional BPD, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30%
dari total belanja Desa setelah dihitung secara keseluruhan dalam
bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada sub bidang
penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional Pemerintahan Desa, dipergunakan untuk alat tulis
kantor, makan dan minum rapat, cetak dan penggandaan,
pakaian seragam, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas,
listrik/telpon, honorarium staf administrasi BPD serta lain-lain
sesuai kemampuan keuangan Desa.

e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang
untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membantu  pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.

f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang

(digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa) yang

nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Belanja tak terduga, belanja untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

yang berskala lokal Desa.
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c. Pembiayaan
Dalam menyusun APB Desa terdapat pembiayaan yang terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SILPA dan pencairan kembali
dana cadangan; dan

2) Pengeluaraan pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan
penganggaran dana cadangan.

3. Cara mengisi format APB Desa
a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa,

yvang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan
Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.
Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi
ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian
objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam
penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa
yang masing-masing diuraikan menurut kelompok jenis dan objek
pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan
dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

4. Format APB Desa dan penjabaran APB Desa mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa dan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Bangka Selatan Nomor 16.B Tahun 2020.

E. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN
KEWENANGAN DESA.
A. Prioritas penggunaan dana Desa bidang Pembangunan
1. pemenuhan kebutuhan dasar:
a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan

stunting melalui:
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1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi,
seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal
bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana
prasarana air minum dan sanitasi aman;

3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu
anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
di Desa;

4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi,
thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat
peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;

5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
bagi keluarga sasaran stunting;

6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;

7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia,
kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan
anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan
lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan

8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak
menular:

a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien
penyakit menular;

b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon
air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur
bor);

c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih
ke rumah penduduk;

d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;

e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
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g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan
penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:

a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan
penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat Desa;

b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam
rangka pencegahan perilaku menyimpang
penyalahgunaan narkoba; dan

c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan

Desa:

a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos
kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos
pembinaan terpadu;

b) bantuan operasional wuntuk akses layanan dokter,
perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa
yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan

c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan:

a) pengadaan bibit atau benih;

b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau
benih;

c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;

d) pengembangan pakan ternak alternatif;

e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,

peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
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